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PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanwar Bin Azhar;

2. Tempat lahir : Delong Tue;

3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Oktober 1995;

4. Jenis kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Delong Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah;

7. Agama . Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa,;

Terdakwa Yanwar Bin Azhar ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 dan

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari
2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024
sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon
sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon
sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni
2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 18 Juni 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua
Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan

Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di

JI. Takengon Isaqg, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh

Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 27

Mei 2024;
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Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon  Nomor
56/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20
Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanwar bin Azhar terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan | bagi
diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar Pasal
127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa Yanwar bin Azhar dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

dengan berat 0.18 gram brutto;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas unruk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali
perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa
tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota
Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;
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Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan
dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA
Bahwa terdakwa Yanwar bin Azhar pada hari Minggu, 28 Januari 2024

sekira pukul 14.30 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di
Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP
Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan
cara-cara antara lain sebagai berikut:

e« Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 di Kp.

Blang Sentang Kec Bukit Kab. Bener Meriah tersangka memperoleh

narkotika jenis sabu dari saksi Fadlan dengan cara membelinya seharga

Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

« Bahwa tersangka sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari

saksi Fadlan;

« Bahwa tersangka membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri.

e Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:

006/BA.30/1/2024 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 29

Januari 2024, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika

Jenis sabu atas nama tersangka Yanwar bin Azhar dengan rincian satu

paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat

0.18 gram bruto;

« Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik NO.LAB: 1099/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 pada

kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa

milik terdakwa Yanwar bin Azhar adalah benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran |

UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

« Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
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perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA
Bahwa terdakwa Yanwar bin Azhar pada hari Minggu, 28 Januari 2024
sekira pukul 15.30 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di
Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidak-
tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP
Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | dalam bentuk bukan
tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :
« Bahwa berawal pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00
WIB saksi Dedy Rahmat S Harahap, saksi M. Vicky Hadimas dan
anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr.
Rasfandi dan sdr. Anwar di Kp. Paya tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh
Tengah, dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang di dapat
dari saksi Fadlan;
« Selanjutnya saksi Dedy Rahmat S Harahap, saksi M. Vicky Hadimas
dan anggota Satres Narkoba lainnya melakukan pengembangan dan
berhasil menangkap saksi Fadlan pada hari Minggu, 28 Januari 2024
sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Blelang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener
Meriah;
« Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Fadlan, dirinya ada menyerahkan
narkotika jenis sabu kepada tersangka pada hari Minggu, 28 Januari
2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener
Meriah;
« Selanjutnya saksi Dedy Rahmat S Harahap, saksi M. Vicky Hadimas
dan anggota Satres Narkoba lainnya melakukan pengembangan dan
memancing tersangka melalui saksi Fadlan untuk membayar uang yang
belum sepenuhnya dibayarkan kepada saksi Fadlan oleh tersangka;
« Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Bale Atu Kec. Bukit Kab.
Bener Meriah saksi Dedy Rahmat S Harahap, saksi M. Vicky Hadimas

dan anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap
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tersangka dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip
bening yang diselipkan di kantong celana sebelah kanan milik tersangka;
« Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Aceh
Tengah untuk proses lebih lanjut.

«Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor;
006/BA.30/1/2024 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 29
Januari 2024, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti
Narkotika Jenis sabu atas nama tersangka Yanwar bin Azhar dengan
rincian satu paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu
dengan berat 0.18 gram bruto;

«Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik NO.LAB: 1099/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 pada
kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa
milik terdakwa Yanwar bin Azhar adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan | nomor urut 61 Lampiran |
UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

« Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan | dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa Yanwar bin Azhar pada hari Minggu, 28 Januari 2024
sekira pukul 14.30 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di
Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP
Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara “menggunakan Narkotika Golongan | bagi diri sendiri” perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

« Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 di Kp.
Simpang tiga Kec. Bukit Kab, Bener Meriah terdakwa membeli narkotika
jenis sabu dari saksi Fadlan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah nya di Kp. Bale Atu

Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk menggunakan narkotika jenis sabu
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tersebut;

«Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:
651/BA.60042/X1/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal
02 November 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti
Narkotika Jenis sabu atas nama saksi Sabardi bin Rahmatsyah dkk
dengan rincian 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastik klip bening kecil dengan berat 0,14 gram
brutto dan 1 (satu buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai
narkotika jenis sabu dengan berat 1.03 gram brutto;

«Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:
006/BA.30/1/2024 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 29
Januari 2024, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukii
Narkotika Jenis sabu atas nama tersangka Yanwar bin Azhar dengan
rincian satu paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu
dengan berat 0.18 gram bruto;

«Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik NO.LAB: 1099/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 pada
kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa
milik terdakwa Yanwar bin Azhar adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan | nomor urut 61 Lampiran |
UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

e Surat hasil pemeriksaan narkoba atas nama terdakwa Yanwar bin
Azhar, tanggal 28 Januari 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel
urine pada tanggal menunjukan hasil positif AMPHETAMIN /
METAPHETAMINA.

« Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk
menggunakan Narkotika Golongan | bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
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1. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan
anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah berdasarkan
pengembangan dari Sdr Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu, tanggal 28
Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Blang Sentang,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di pinggir jalan
kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba
Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan
terhadap Terdakwa,;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang
ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone
merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu
tersebut dari seorang bernama Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu,
tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Blang
Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu
tersebut di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/
atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak
keberatan;
2. Dedi Rahmat S. Harahap Bin Edi Sutono di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan
anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah berdasarkan
pengembangan dari Sdr Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu, tanggal 28
Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Blang Sentang,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di pinggir jalan
kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba
Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan
terhadap Terdakwa,;
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- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang
ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone
merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu
tersebut dari seorang bernama Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu,
tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Blang
Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu
tersebut di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/
atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak
keberatan;

3. Padlan Bin Arsadi Harahap di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res
Narkoba Polres Aceh Tengah berdasarkan pengembangan dari Saksi yang
sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa di
tangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.30
WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah tepatnya di pinggir jalan kemudian anggota Kepolisian Sat Res
Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta
penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang
ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone
merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu
tersebut dari Saksi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul
14.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten

Bener Meriah;
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- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika narkotika yang diserahkan

Saksi telah ada yang digunakan oleh Terdakwa tersebut di Kampung Bale

Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/

atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/

atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba

Polres Aceh Tengah berdasarkan pengembangan dari saksi Padlan Bin

Arsadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB

di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

tepatnya di pinggir jalan kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba

Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan

terhadap Terdakwa,;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang

ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone

merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu

tersebut dari seorang bernama Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu,

tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Blang

Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu

tersebut di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener

Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/

atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang

ditunjukkan di persidangan;
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Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan
secukupnya akan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS
Takengon Nomor: 006/BA.30/1/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditanda
tangani oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit
PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil
penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang
berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Berita Acara Analisis Laboraturium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika
Nomor: 1099/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut
Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M.
Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudistianis, S.T., tertanggal 7 Maret
2024, atas nama Terdakwa Padlan Bin Arsadi dengan kesimpulan bahwa
hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic
klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18
adalah benar mengandung Metamfitamina;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD
Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung
jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina
Oktina, SKM dengan melakukan skrining (Rapid Test Chromatographic
Immunoassay) dengan jenis sample Urine atas nama Yanwar Bin Azhar
dengan kesimpulan positif Amphetamin/Metamphetamin;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis

sabu dengan berat brutto 0,18 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan
barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat
Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, tanggal 28 Januari
2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di pinggir jalan yang mana
penangkapan tersebut didasarkan berdasarkan pengembangan dari saksi
Padlan Bin Arsadi kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres
Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap
Terdakwa,;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang
ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone
merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu
tersebut dari seorang bernama Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu,
tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Blang
Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu
tersebut di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/
atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU
Rl No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127
Ayat (1) huruf a UU Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih
langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat
(1) huruf a UU Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan | bagi diri sendiri;
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Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan
kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398
K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij"
sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap
manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat
dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap
mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.
Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut
akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok
perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur
ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud
sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah
didakwa seseorang yang bernama Yanwar Bin Azhar, dengan identitas telah
dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan
dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan
yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap
orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yanwar Bin Azhar lengkap dengan
segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah
membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur
“setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan | bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Rl Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai
berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan |
bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga
menghubungkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana dari ketentuan

tersebut pada pokoknya menggariskan bahwa Pengadilan Negeri yang di
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daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia
diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih
dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan
negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan berdasarkan
fakta hukum bahwa sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut
Umum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon maka sudah tepat
dan benar jika perkara Terdakwa diperiksa oleh Pengadilan Negeri Takengon
yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian
Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, tanggal 28 Januari
2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah tepatnya di pinggir jalan yang mana penangkapan
tersebut didasarkan berdasarkan pengembangan dari saksi Padlan Bin Arsadi
kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan
pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang
bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang
ditemukan dari kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone
merk Xiaomi warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu
tersebut dari seorang bernama Padlan Bin Arsadi pada hari Minggu, tanggal 28
Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis
sabu tersebut di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener
Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan,
menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta
hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat
bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS
Takengon Nomor: 006/BA.30/1/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditanda tangani
oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit PT.
Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan
sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis
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sabu dengan berat brutto 0,18 gram, Berita Acara Analisis Laboraturium
Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 1099/NNF/2024 ditandatangani
oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid
dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudistianis,
S.T., tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Padlan Bin Arsadi dengan
kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)
paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto
0,18 adalah benar mengandung Metamfitamina dan berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru
Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar,
M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan
skrining (Rapid Test Chromatographic Immunoassay) dengan jenis sample
Urine atas nama Yanwar Bin Azhar dengan kesimpulan positif
Amphetamin/Metamphetamin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis narkotika sabu dan
terhadap penggunaan Narkotika Golongan | jenis sabu oleh Terdakwa ini adalah
semata-mata karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga
berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Terdakwa untuk
mendistribusikan atau melakukan transaksi narkotika ataupun terlibat dalam
peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu
keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika
jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa “Narkotika Golongan | dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk
reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya
diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa
Narkotika Golongan | sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan
oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang.
Narkotika Golongan | hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat
terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun

harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri
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Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula
dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak
rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka
penggunaan Narkotika Golongan | sebagaimana peruntukan yang telah
diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur
“Menyalahgunakan Narkotika Golongan | bagi diri sendiri” ini telah terbukti
secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-undang Rl Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4
Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunujukkan
tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara
fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika
karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau
diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa
sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam
tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis
sabu dengan berat brutto 0,18 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan
hasil dari tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan
kembali dalam tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
pemberantasan peredaran gelap narkotika;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
MENGADILLI:
1. Menyatakan Terdakwa Yanwar Bin Azhar tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan narkotika Golongan | bagi diri sendiri” sebagaimana dalam
dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanwar Bin Azhar oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu

dengan berat brutto 0,18 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami,
Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H.,
Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta
dihadiri oleh Geri Dwiputra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H. Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.
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